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ABSTRAK

Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini jumlah tersangka kasus narkotika cenderung menurun sejak 2018. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan  Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh).

Jenis penelitian ini yaitu terdapat dua pendekatan utama, yaitu  penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polres Padang Lawas Jl. Lintas Riau, Siborna Bunut, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer yang bersumber dari putusan pengadilan, wawancara dengan hakim atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan, serta observasi langsung terhadap proses hukum yang berlangsung.  Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain..Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga bahwa penerapan asas-asas peradilan pidana, khususnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh didasarkan pada pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi.
Dapat disimpulkan bahwa Hakim menggunakan beberapa teori dalam pertimbangannya, yaitu teori keseimbangan antara ketentuan undang-undang dengan kepentingan para pihak, teori ratio decidendi dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan, Pertimbangan hakim mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis yang menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika, aspek sosiologis yang memperhatikan dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan aspek filosofis yang mempertimbangkan tujuan pemidanaan. 
Kata kunci : Narkotika, Regulasi, Pertimbangan Hakim
KATA PENGANTAR
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perrniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.(10)(yaitu) kamu beiman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(11) (QS. Ash-Shaff: 10-11).

Dengan segala kerendahan hati di ucapkan syukur Alhamdulillah terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunianya sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya SKRIPSI  ini dapat diselesaikan dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dalam melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Maka dengan kemampuan yang ada penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan penuh kehati-hatian dan jeri payah yang tidak akan pernah dilupakan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, permasalahan ini telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Dalam konteks hukum, pengadilan memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus ini, dengan hakim sebagai aktor utama yang harus membuat keputusan yang adil dan tepat berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. 

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika \temasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika).

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.  Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, pada antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat . Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan atau dipakai sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan mengakibatkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat khususnya generasi muda. Penyelahgunaan narkoba pada Indonesia telah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan sang penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan buat menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik & psikologis.Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan telah memakai teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan zaman sangat berkembang pesat. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Mulai dari perekonomian, teknologi, pendidikan, budaya, hingga keamanan Negara. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan dampak yang buruk bagi penggunanya seperti kecanduan serta gangguan tehadap psikis maupun mental bagi pengguna narkotika tersebut.

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga orang dewasa bahkan anak-anak. Sepanjang tahun 2017 BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan ada ribuan kasus Narkotika, ratusan ton barang bukti Narkotika serta ditemukannya jenis-jenis Narkotika baru.

Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini jumlah tersangka kasus narkotika cenderung menurun sejak 2018. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, jumlah tersangka kasus narkotika nasional sebanyak 1.307 orang (833 kasus) pada 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Akumulasi jumlah tersangka narkotika pada 2009-2020 sebanyak 9.531 orang. Jumlah kasus yang berhasil tercatat sebanyak 6.128 kasus. Sepanjang 2009-2019, jumlah tersangka narkotika di tanah air cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2018, kemudian menurun hingga 2020.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut bedasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.

Seperti yang telah dijelaskan diatas penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif maka lama – lama orang akan jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu meskipun jiwanya terancam sekalipun. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkotika memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hokum.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)“
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)

2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah daftar pustaka atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), sehingga meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dI Universitas Pembinaan Indonesia.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.   
Pengertian dan Kewenangan Hakim
Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang
memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.
 Kewenangan
atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak
berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai
dasar Negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.
 Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya.
Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang- undang.
 Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan 

kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.
Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib
menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara
lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional,
dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada
hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun
sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri
atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.
 Dalam memeriksa perkara
hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan
Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.

B.   
Pengertian Putusan Hakim
Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.
 Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:
1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakin melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan
putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakin melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
C.    
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara
dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:
1. Teori Keseimbangan.
Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.
Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan keilmuwan.
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman.
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decindendi.
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

D.   
Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika
1.    Pengertian Narkotika
Narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “narcotics” yang
mengandung arti obat bius. Narkotika terbuat dari campuran 3 bahan jenis
tanaman candu (papaper somniferum), kokain (eruthroxyion coca) dan ganja
(cannabis sativa). Bagi pemakai atau pecandu narkotika ini akan mempengaruhi
susunan saraf yang tidak dapat merasakan apa-apa walaupun tubuh pemakai di
sakiti. Jenis-jenis narkotika ini yaitu:

1. Opium atau opioid atau opiat atau candu;
2. Codein atau kodein;
3. Methadone (MTD);
4. Lysergic acid atau acid atau trips atau tabs (lcd);
5. PC;
6. Mescalin;
7. Barbiturat;
8. Pethidina atau petidin atau demerol;
9. Dektropropksiven;
10. Hashish (bentuk tepung dan warnanyan hitam Ia dinikmati dengan cara diisap
atau dimakan) Narkotika ini tidak berbahaya.
Narkotika secara umum merupakan sejenis zat yang apabila dimakan memberi pengaruh terhadap tubuh pemakainya. Ada 3 (tiga) macam pengaruh narkotika bagi pemakainya yaitu berupa: a) berpengaruh terhadap kesadarannya, b) dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, c) dapat memberikan
penenang, lebih bersemangat, dan memberi efek halusinasi bagi pemakainya.
Dalam Bahasa Yunani narkotika disebut “narke” yang bermakna terbius atau tidak
menjadi sadarkan diri. Sebenarnya narkotika memiliki fungsi sebagai obat namun
dapat atau bahkan sering disalahgunakan sehingga dapat merusak fisik, hilangnya
kesadaran bagi si pemakai. Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian Narkotika merupakan salah satu zat berupa obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan yang golongannya sebagaimana tersebutdalam lampiran Undang-Undang Narkotika.
 Dari segi pengobatan Narkotika sangat berguna dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam keadaan tertentu akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya apabila digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya apa lagi kalau digunakan tanpa kendali dan pengawasan yang ketat.
2.   
Jenis-Jenis Narkotika
Beberapa jenis narkotika dapat diketahui dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:
1) Narkotika Golong I
Golongan Narkotika ini hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sertai mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain,
Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ekstasi, dan yang lainnya sebanyak 65 jenis.
2) Narkotika Golongan II
Golongan narkotika ini memiliki hasiat untuk pengobatan, tetapi sebagai
pilihan alternatif terakhir. Golongan ini juga dapat digunakan untuk terapi,
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan
ini mempunyai potensi tinggi sehingga dapat ketergantungan. Contoh: Morfin,
Petidin, Fentanil, metadon.
3) Narkotika Golongan III
Narkotika Golongan III ini berhasiat untuk pengobatan dan digunakan oleh
banyak golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan unjtuk terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
3. 
Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Istilah narkoba lebih luas dibandingkan dengan narkotika karena mencakup tidak hanya narkotika tetapi juga psikotropika dan bahan kimia adiktif lainnya yang dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat yang berpengaruh pada susunan saraf pusat dan dapat mengubah perilaku atau mood seseorang. Psikotropika biasanya digunakan untuk pengobatan gangguan mental dan emosional, namun juga bisa disalahgunakan.
Narkoba, oleh karena itu, mencakup:

a. Narkotika: Seperti yang telah dijelaskan di atas.

b. Psikotropika: Obat-obatan yang digunakan dalam dunia medis untuk mengatasi gangguan mental, seperti amfetamin, ekstasi, dan LSD.

c. Bahan adiktif lainnya: Zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan, seperti alkohol, tembakau, dan obat-obatan terlarang lainnya yang bisa disalahgunakan.
4. 
Perbedaan Narkotika dan Narkoba
Beberapa perbedaan utama antara narkotika dan narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut:
	Aspek
	Narkotika
	Narkoba

	Definisi
	Zat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang berfungsi untuk meredakan rasa sakit atau menurunkan kesadaran.
	Merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

	Komponen
	Hanya mencakup narkotika, seperti heroin, kokain, dan morfin.
	Termasuk narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya seperti alkohol, ekstasi, dan tembakau.

	Lingkup Penggunaan
	Digunakan secara medis untuk tujuan pengobatan, meskipun berisiko ketergantungan.
	Mencakup obat-obatan terlarang yang tidak hanya narkotika, tetapi juga obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat.

	Contoh Zat
	Heroin, kokain, morfin, ganja (dalam kasus tertentu).
	Selain narkotika, termasuk amfetamin, ekstasi, LSD, tembakau, dan alkohol.

	Penyalahgunaan
	Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan mental.
	Penyalahgunaan narkoba (baik narkotika maupun psikotropika) dapat berakibat fatal pada kesehatan fisik dan mental.


5. 
Aspek Hukum Narkotika dan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbedaan hukum antara narkotika dan narkoba terletak pada pengaturan dan sanksinya. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya semuanya diatur dalam perundang-undangan yang sama, tetapi psikotropika dan bahan adiktif lainnya seperti alkohol atau tembakau tidak dikenakan sanksi seberat narkotika dalam hal hukum penyalahgunaannya. Pengguna narkotika, misalnya, dapat dikenakan hukuman yang lebih berat jika terbukti menggunakan atau menyalahgunakan narkotika tanpa izin atau melanggar aturan yang ada.

6. 
Efek Kesehatan

Narkotika: Jika disalahgunakan, narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan mental, gangguan pernapasan, overdosis, dan bahkan kematian. Pengguna narkotika juga berisiko terkena berbagai penyakit infeksi karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Narkoba: Efek dari penyalahgunaan narkoba lebih beragam tergantung pada jenisnya. Psikotropika seperti ekstasi dapat merusak sistem saraf pusat, sedangkan alkohol dan tembakau dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan jantung.
Perbedaan utama antara narkotika dan narkoba terletak pada definisi dan ruang lingkupnya. Narkotika adalah bagian dari narkoba, tetapi narkoba mencakup lebih banyak zat berbahaya lainnya seperti psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Meskipun keduanya dapat menimbulkan ketergantungan, penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna, serta melibatkan sanksi hukum yang berat.

Pengetahuan tentang perbedaan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan narkoba serta pentingnya menghindari penyalahgunaannya.

E.    Pengertian Tindak Pidana Narkotika
Sebelum menguraikan tentang pengertian tindak pidana narkotika, perlu
dikemukakan pengertian dari istilah tindak pidana. Dalam hukum pidana Belanda
istilah tindak pidana disebut Strafbaar Feit. Istilah Straafbaar feit terdapat dalam
WvS Belanda dan terdapat juga dalam WvS Hindia Belanda yang dikenal dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Tetapi
Istilah tersebut tidak ada penjelasan yang resmi termasuk para ahlipun tidak
memiliki keseragaman akan pengertian Strafbaar Feit.
 Namun akhirnya
pembentuk Undang-Undang sepakat menggunakan istilah “Tindak Pidana”
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar Feit. Istilah Strafbaar Feit yang
diterjemahkan menjadi “Tindak Pidana” merupakan perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut Simons (dalam Erdianto Effendi) berpendapat bahwa yang dimaksud tindak pidana yaitu “semua perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana oleh hukum (undang-undang) apabila dilanggar, maka si pelaku harus dimintai pertangung jawaban.
 Muljatno, menterjemahkan Strafbaar feit dengan istilah perbuatan pidana, yaitu “suatu perbuatan yang menurut aturannya dilarang oleh undang-undang dan apabila larangan itu dilanggar, maka sipelaku diberi sanksi atau hukuman berupa pidana tertentu.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Tetapi pengertian penyalahgunaan narkotika dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah pengguna narkotika dengan cara melawan hak atau melawan hukum. Jadi penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Adanya perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut:
1. Adanya perbuatan;
2. Adanya larangan (oleh aturan hukum);
3. Adanya Ancaman Pidana.

Moeljatno, berpendapat bahwa apabila ada ketentuan undang-undang yang
melarang suatu perbuatan yang diserta dengan ancaman sanksi pidana apabila
dilanggar, maka si pelaku yang langgar larangan tersebut diberi sanksi (hukuman)
pidana atau dapat juga ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan pidana terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Terjadinya tindak pidana narkotika karena disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Produsen dan pengedar narkotika memperoleh keuntungan yang besar.
Terutama dalam kondisi perekonomian yang sulit, maka salah satu alternatif
untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan yang besar yaitu dengan cara
mengedarkan narkotika meskipun resiko didepan mata.
2. Bagi konsumen narkotika, dengan memakai narkotika akan mendapatkan
ketenteraman, rasa nyaman dan tenang meskipun mereka tau akan dampak
negatif yang akan timbul bagi pengguna narkotika.
Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah “Sesuatu
perbuatan atau rangkai perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan
tindakan penghukuman. la juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat
disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan
hukum;
3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus
dapat dipertanggungjawabkan;
4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam
undang- undang.
Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 Selanjutnya Menurut
Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan atau akibat (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil);
Simons dalam bukunya Leden Marpaung mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.
BAB III

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polres Padang Lawas Jl. Lintas Riau, Siborna Bunut, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian hukum, terdapat dua pendekatan utama, yaitu  penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis. Penelitian hukum empiris yuridis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik penerapan hukum dalam kenyataan, dengan menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam putusan pengadilan yang konkret, serta bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam kasus tersebut.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer yang bersumber dari putusan pengadilan, wawancara dengan hakim atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan, serta observasi langsung terhadap proses hukum yang berlangsung. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, termasuk cara hakim menilai fakta dan menerapkan norma hukum yang ada untuk mencapai keputusan. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana berbagai faktor, baik yang bersifat legal maupun non-legal, mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pengadilan.

Metode yuridis empiris digunakan untuk menemukan hubungan antara norma hukum dengan implementasinya dalam kasus konkret melalui pendekatan induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta-fakta yang ada dalam putusan pengadilan dan proses hukum, lalu menarik kesimpulan yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan secara nyata, dengan fokus pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh.

C.   
Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 
b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku-buku, jurnal, dan doktrin hukum yang membahas tindak pidana narkotika serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. 
c. Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah putusan pengadilan sebagai objek utama, menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengkaji literatur ilmiah untuk mendukung analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Data-data tersebut menjadi dasar utama untuk mengkaji norma hukum yang diterapkan, mempertimbangkan aspek yuridis dalam putusan, dan mengevaluasi kesesuaian putusan dengan asas-asas hukum pidana.
.D.
Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup 
:

a. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.

c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istliah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
E.  
Teknik  Analisis Data

 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional 
  
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh)
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan
ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang -
Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah
kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau
narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka
apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah
merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari
pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.
Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan
dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si
pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan
pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah
merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut
pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil. 

Sebagai tindakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, maka bagi pelaku penyalahgunaan dikenai pidana. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Keputusan pengadilan/vonis hakim yang telah diputuskan terhadap perkara pecandu narkotika (orang yang
menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis) maka hakim
yang memutus perkara itu, memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau rehabilitasi. Baik pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dapat berperan sebagai lembaga yang juga menyediakan atau menginstruksikan ke lembaga/instansi pemerintah (seperti rumah sakit atau instansi masyarakat) kepada narapidana narkotika (terpidana narkotika menjadi narapidana), untuk menjalani kewajiban rehabilitasi medis (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika) dan Rehabilitasi sosial (Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun
sosial dalam kehidupan masyarakat).
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merumuskan bahwa, pembinaan merupakan kegiatan yang meningkatkan kualitas
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional kesehatan jasmani dan juga rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Dengan diterapkan sistem pemasyarakatan ini tidaklah saja
merumuskan tujuan pidana penjara tetapi juga menerapkan sistem pembinaan
narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk
manusia yang baru yang nantinya bisa berguna juga dapatlah diterima oleh
masyarakat.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, merumuskan bahwasanya Sistem Pemasyarakatan ini
diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali diterima oleh
masyarakat.
Moch. Muhidin menjelaskan mengenai pembinaan Warga Binaan melalui
proses pemasyarakatan akan menempuhi tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan
pembinaan itu dijabarkan sebagai berikut:
a. Pembinaan pada Tahapan Awal, ketika pertamakali datang Warga Binaan
akan di daftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa
kesehatannya. Disini para Warga Binaan akan dikenalkan dengan
lingkungan barunya yaitu lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan
dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina di lembaga
pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai
pembinaan akan kesadaran beragama; kesadaran berbangsa dan bernegara;
kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan di
dalam program criminon Indonesia.
b. Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani,
Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan
telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (yang
selanjutnya disebut TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan
lajutan daripada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada
pembinaan di tahap awal
c. Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari
proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan
dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini Warga Binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat.
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Pemidanaan dalam bentuk pidana penjara kepada pengguna narkotika
menimbulkan dampak negatif bagi terpidana itu sendiri, misalnya terjadi
kekerasan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, setelah keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali
menggunakan narkotika, sehingga pemidanaan yang tepat bagi para pecandu
ini adalah rehabilitasi agar pengguna narkotika terlepas dari ketergantungan
narkotika.
Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu norkotika, hal
ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang menyatakan: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 56
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:
1. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara
terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Rehabilitasi medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan
narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat
atau (sakau) Korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang
sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Kebijakan
hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan
narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi
pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang
melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.
Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan
pada pelaku agar ia berubah jelaslah bahwa sanksi pidana lebih
menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari
ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si
pelaku. 

Sebagai upaya pembelaan terhadap pelaku atau korban tindak pidana
penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam
hal ini dapat diartikan sebagai :
1. Rehabilitasi Medis adalah proses pecandu menghentikan
penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk
mengurangi gejala putus zat atau (sakau)
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu
narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakat.
Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah
mengatur untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
kemudian menjadi permasalahan disini ialah dalam Pasal 103 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 : “Hakim yang memeriksa perkara
Pecandu Narkotika dapat: Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika”.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan. Dalam setiap kasus, hakim perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, hukum memberikan sanksi yang berbeda tergantung pada peran pelaku, baik sebagai pengguna, pengedar, atau bandar. Hakim harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, namun juga harus memperhatikan konteks di mana tindakan kriminal itu terjadi.

Faktor mitigasi dan aggravasi menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Faktor mitigasi bisa meliputi usia pelaku, latar belakang pendidikan, serta keadaan sosial ekonomi yang mungkin memengaruhi perilaku mereka. Misalnya, pelaku yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan terjerat narkotika karena tekanan lingkungan sosial dapat dianggap lebih layak mendapatkan rehabilitasi dibandingkan dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba secara aktif dan berulang kali. Di sisi lain, faktor aggravasi, seperti pelaku yang menggunakan kekerasan dalam menjalankan bisnis narkobanya, dapat meningkatkan tingkat hukuman yang dijatuhkan.

Aspek psikologis pelaku juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak pelaku narkotika yang berjuang dengan ketergantungan dan masalah mental lainnya. Pengakuan pelaku mengenai kondisi pribadi mereka sering kali dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam kasus tertentu, hakim dapat memilih untuk merekomendasikan program rehabilitasi alih-alih hukuman penjara yang panjang. Pendekatan rehabilitatif ini diharapkan dapat membantu pelaku untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif.

Dampak sosial dari tindakan pelaku juga menjadi fokus perhatian hakim. Narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan efek domino yang merusak di dalam komunitas. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, ini bisa memicu pelaku lain untuk melakukan tindak pidana serupa, yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan antara keadilan bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim sering merujuk pada kasus-kasus sebelumnya sebagai preseden. Hal ini penting untuk menciptakan konsistensi dalam sistem peradilan. Namun, hakim harus tetap bijaksana, mengingat setiap kasus memiliki nuansa dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun ada pedoman yang ada, hakim perlu membuat keputusan berdasarkan fakta yang dihadapi dalam setiap kasus secara individual.

Akhirnya, proses penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika memerlukan pendekatan yang holistik. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator keadilan sosial. Melalui pertimbangan yang cermat dan adil, diharapkan keputusan yang diambil dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, sistem peradilan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hukum, rehabilitasi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kronologi Kasus 

Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Mhd Soleh Simamora (selanjutnya disebut Terdakwa I) sedang berada di salah satu warung kopi di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III Tigor Akbar Siregar (selanjutnya disebut Terdakwa III) dengan nomor handphone 081264703870, lalu setelah terhubung, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III, “dimana kau Tigor?, gimananya ga ada bantuan sama masalah sabu ini”, lalu Terdakwa III mengatakan “ya udah aku datang ini bang”, setelah itu Terdakwa III datang ke warung kopi tempat Terdakwa I berada dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu. ( Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III “gimananya gor, yang mau belanja ini kita”, kemudian Terdakwa III membalas “sudah berapa rupanya uangnya”, lalu Terdakwa I mengatakan “uangnya yang ada cuma Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa III berkata lagi kepada Terdakwa I, “ya udah biar aku saja yang pergi menjumpai si Lomo Hasibuan”. Kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III pergi menjumpai Terdakwa IV Halomoan Hasibuan (selanjutnya disebut Terdakwa IV). Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV dengan nomor handphone 081375146245, setelah terhubung, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa IV “bang datanglah si Tigor Akbar Siregar ke tempat abang, uangnya pun sudah kutitipkan samanya tadi sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa IV membalas, “yaudah datanglah”. ( Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa III datang dan bertemu dengan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa IV memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III sebanyak 4 (empat) gram, lalu Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa III datang kembali ke warung kopi tempat Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu sebelumnya. Di warung kopi tersebut, Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa III memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan III pergi bersama-sama menuju kebun karet milik masyarakat yang berada di belakang warung kopi tersebut. ( Kemudian ketika berada di kebun karet tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III membagi-bagi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket dengan menggunakan 1 (satu) timbangan elektrik. Selanjutnya Terdakwa I menjual paket narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Terdakwa I berhasil menjual sebanyak 31 (tiga puluh) satu paket narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket lagi, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Syaiful Bahari (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan “ini Syaiful, jualkan dulu sabu ini sebanyak 9 (sembilan) paket, harga per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya, kalau ada pembeli datang, kasikan saja”, kemudian Terdakwa II membalas “iya bang”. Selanjutnya Terdakwa I tidur di dalam rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II duduk di belakang rumah Terdakwa I sambil menunggu pembeli sabu, hingga akhirnya sekitar 2 (dua) jam lebih menunggu pembeli, Terdakwa II berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) narkotika jenis sabu kepada pembeli yang datang dan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut yakni sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi setelah pukul 22.00 WIB, tidak ada lagi pembeli yang datang, sehingga Terdakwa II menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang tersisa di dalam rumah Terdakwa I, tepatnya di dekat kamar mandi, lalu Terdakwa II tidur-tiduran di dekat tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut.

Pertimbangan Hakim :

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh.

Pertama, hakim menilai peran masing-masing terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan. Terdakwa I, Mhd Soleh Simamora, berperan sebagai pengedar yang memulai transaksi dan menjual narkotika. Terdakwa III, Tigor Akbar Siregar, bertindak sebagai perantara yang mengambil narkotika dari Terdakwa IV dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Terdakwa II, Syaiful Bahari, juga terlibat sebagai pengedar yang diperintahkan oleh Terdakwa I untuk menjual sisa narkotika. Hakim mencatat bahwa peran aktif Terdakwa I dan III dalam transaksi dan distribusi narkotika menunjukkan kesengajaan dan pengetahuan mereka mengenai kegiatan ilegal tersebut.

Kedua, hakim mempertimbangkan jenis narkotika yang terlibat dan jumlah yang beredar. Dalam kasus ini, total 4 gram narkotika jenis sabu yang dibagi menjadi 40 paket menunjukkan niat untuk melakukan penjualan secara luas. Hal ini dianggap sebagai tindakan serius yang merugikan masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, hakim menganggap perlu untuk memberikan hukuman yang tegas agar dapat memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat.

Ketiga, faktor mitigasi juga diperhatikan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi para terdakwa, serta adanya penyesalan yang mungkin ditunjukkan selama proses persidangan. Meskipun tidak ada faktor yang secara signifikan meringankan, hakim tetap membuka peluang untuk rehabilitasi, terutama bagi para terdakwa yang menunjukkan niat untuk berubah. Namun, mengingat keseriusan pelanggaran dan jumlah narkotika yang terlibat, pertimbangan ini tidak mengubah keputusan utama mengenai hukuman yang dijatuhkan.

Keempat, hakim juga menilai dampak sosial dari perbuatan para terdakwa. Penyebaran narkotika dapat menimbulkan masalah besar di masyarakat, seperti meningkatnya angka kejahatan, kerusakan moral, dan kerugian ekonomi. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan upaya penegakan hukum, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum, yakni hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkotika.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang berat terhadap masing-masing terdakwa. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika tidak akan ditoleransi, serta mengingatkan masyarakat akan bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam peredaran narkotika.


Tuntutan :

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap para terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Terdakwa I, Mhd Soleh Simamora, dituntut dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, sementara Terdakwa II, Syaiful Bahari, diharapkan menerima hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp800.000.000,00. Terdakwa III, Tigor Akbar Siregar, dituntut dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp900.000.000,00, sedangkan Terdakwa IV, Halomoan Hasibuan, menghadapi tuntutan terberat yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp1.500.000.000,00. Tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kepemilikan, penyimpanan, dan peredaran narkotika secara ilegal. Dalam pertimbangan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum menekankan pentingnya memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika, serta menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak akan ditoleransi.

Amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I Mhd. Soleh Simamora, Terdakwa II Syaiful Bahari, Terdakwa III Tigor Akbar Siregar dan Terdakwa IV Halomoan Hasibuan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; 

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut 

3. Menyatakan Terdakwa I Mhd. Soleh Simamora, Terdakwa II Syaiful Bahari, Terdakwa III Tigor Akbar Siregar dan Terdakwa IV Halomoan Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut umum; 

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 

7. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastic bening sabusabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto atau 1 (satu) bungkus plastic klip bening sabusabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas gram brutto dan 0,01 (nol koma nol satu gram netto

1 (satu) Timbangan elektrik; - 1 (satu) buah dompet; - 1 (satu) bungkus platik klip kosong; - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Kontak 0813 7514 6245; - 1 (satu) unit Hp merek nokia warna biru dengan No Hp 0812 6470 3873; - 1 (satu) unit merek Hp OPPO dengan Nomor 0822 7550 1590; - 1 (unit) Handphone Merek Oppo warna biru dengan nomor 0812 6901 2644; Dirampas untuk dimusnahkan. - Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa Tigor Akbar Siregar - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada Terdakwa Halomoan Hasibuan - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Soleh Simamora 8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor,S.H. dan Allen Jaya Akasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Dalam analisis kasus Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan Mhd Soleh Simamora dan rekan-rekannya, terdapat beberapa pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal tersebut sangat penting untuk memahami struktur hukum yang mengatur kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pasal 112 Ayat (1) mengatur tentang kepemilikan narkotika tanpa hak. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00." Dalam kasus ini, Terdakwa I dan Terdakwa III terlibat dalam penguasaan narkotika jenis sabu, sehingga pasal ini sangat relevan untuk mendeskripsikan tindakan mereka.

Pasal 114 Ayat (1) adalah pasal yang mengatur tentang penjualan narkotika tanpa hak. Pasal ini menyatakan: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00." Dalam konteks ini, Terdakwa I sebagai pengedar dan Terdakwa II sebagai individu yang diperintahkan untuk menjual sisa narkotika berpotensi melanggar ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 113 juga perlu dicermati, meskipun dalam kasus ini tidak langsung dikenakan. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki peran lebih besar, misalnya sebagai produsen atau pengedar dalam jumlah besar. Meskipun Terdakwa IV, Halomoan Hasibuan, tidak terbukti sebagai pengedar, perannya dalam menyediakan narkotika kepada Terdakwa III tetap mengindikasikan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika.

Dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman". Keputusan ini merujuk pada Pasal 114 dan Pasal 112, di mana hakim mempertimbangkan bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.

Dengan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda Rp800.000.000,00, hakim mengedepankan aspek pencegahan dan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang kian merajalela. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi pelaku kejahatan lainnya bahwa peredaran narkotika akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika ini mencerminkan upaya hukum dalam menanggulangi kejahatan narkotika dan melindungi masyarakat dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan Mhd Soleh Simamora dan rekannya, ditemukan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam menjatuhkan hukuman. Pertama, peran masing-masing terdakwa dalam transaksi narkotika menjadi fokus utama, di mana Terdakwa I sebagai pengedar dan Terdakwa III sebagai perantara. Kedua, jenis dan jumlah narkotika yang terlibat, yang menunjukkan niat untuk memperluas penjualan, juga diperhatikan. Selain itu, hakim mengevaluasi faktor mitigasi seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, meskipun keseriusan pelanggaran tetap menjadi pertimbangan utama. Dampak sosial dari kejahatan narkotika terhadap masyarakat juga menjadi alasan penting untuk memberikan hukuman yang tegas. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan yuridis. Hakim dalam perkara ini menggunakan berbagai pendekatan dan teori dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertama, hakim menerapkan teori keseimbangan dalam pertimbangannya, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kondisi terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Kedua, hakim menggunakan pendekatan ratio decidendi dalam menganalisis fakta-fakta persidangan. Pendekatan ini terlihat dari cara hakim mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, dan memberikan pertimbangan yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hakim dalam putusan ini mendasarkan pertimbangannya pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Ketiga, pengalaman hakim sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum juga terlihat dalam putusan ini. Teori pendekatan pengalaman menunjukkan bahwa hakim menggunakan pengalaman dan pengetahuan hukumnya dalam menghadapi kasus-kasus serupa sebelumnya untuk memberikan putusan yang tepat dan proporsional.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertama adalah faktor yuridis, dimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Faktor kedua adalah pertimbangan sosiologis, dimana hakim memperhatikan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan pelaku tetapi juga berpotensi merusak generasi muda dan tatanan sosial masyarakat.

Faktor ketiga adalah pertimbangan filosofis, dimana hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif (pembalasan) tetapi juga rehabilitatif (perbaikan). Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkotika.

Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, dan perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda. Sedangkan hal-hal yang meringankan meliputi terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, serta terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga mencerminkan penerapan asas-asas peradilan pidana, khususnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim berusaha memberikan putusan yang adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memberikan kepastian hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat, dan memberikan kemanfaatan baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat.

B. 
Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Dalam menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh, perlu diperhatikan beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertama, peran masing-masing terdakwa dalam kejahatan ini sangat krusial. Terdakwa I, Mhd Soleh Simamora, berperan sebagai pengedar utama yang memulai transaksi, sedangkan Terdakwa III, Tigor Akbar Siregar, berfungsi sebagai perantara. Terdakwa II, Syaiful Bahari, ditugaskan untuk menjual sisa narkotika yang diperoleh, dan Terdakwa IV, Halomoan Hasibuan, berperan sebagai penyedia. Penilaian peran ini mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan, di mana hakim menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa I dan III menunjukkan kesengajaan dan pengetahuan yang jelas terhadap kegiatan ilegal tersebut.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Dalam kasus ini, total 4 gram narkotika jenis sabu yang dibagi menjadi 40 paket mengindikasikan niat untuk melakukan penjualan secara luas. Hakim menilai tindakan ini sebagai serius dan merugikan masyarakat, sehingga penting untuk memberikan hukuman yang tegas. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika juga menjadi pertimbangan signifikan. Penyebaran narkotika dapat menyebabkan peningkatan angka kejahatan, kerusakan moral, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera, baik kepada para terdakwa maupun masyarakat secara umum.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika, meskipun tidak terbukti dalam dakwaan primer. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Putusan ini mencerminkan sikap tegas pengadilan terhadap tindak pidana narkotika serta upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor mitigasi, seperti latar belakang sosial ekonomi para terdakwa dan kemungkinan penyesalan yang ditunjukkan selama persidangan. Namun, meskipun faktor-faktor ini diperhitungkan, keseriusan pelanggaran yang dilakukan tetap menjadi dasar utama dalam penjatuhan hukuman. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal bagi masyarakat bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika tidak akan ditoleransi.

Penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan upaya hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah narkotika. Melalui keputusan ini, pengadilan mengedepankan aspek pencegahan dan efek jera, yang sangat penting dalam konteks pemberantasan narkotika di Indonesia. Diharapkan, putusan ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang bahaya narkotika dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam peredaran narkotika.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dengan penerapan hukum yang tegas dan jelas, diharapkan akan tercipta efek jera bagi pelaku kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika.

Dalam kasus ini, penerapan hukum mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114. Pasal 112 Ayat (1) mengatur tentang kepemilikan narkotika tanpa hak, di mana setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dikenakan pidana penjara antara 4 tahun hingga 12 tahun, serta denda yang signifikan. Dalam konteks ini, Terdakwa I dan Terdakwa III terlibat dalam penguasaan narkotika jenis sabu, yang memenuhi kriteria pelanggaran dalam pasal ini.

Sementara itu, Pasal 114 Ayat (1) berfokus pada tindak pidana penjualan narkotika tanpa hak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau mengirim narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda yang sangat besar. Dalam kasus ini, peran Terdakwa I sebagai pengedar dan Terdakwa II sebagai individu yang ditugaskan untuk menjual sisa narkotika menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini.

Selain dua pasal tersebut, terdapat juga pertimbangan dari Pasal 113 yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku dengan peran lebih besar, meskipun dalam perkara ini tidak langsung dikenakan. Namun, peran Terdakwa IV dalam menyediakan narkotika kepada Terdakwa III tetap mengindikasikan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika, yang bisa dikaitkan dengan pasal ini.

Penerapan hukum dalam putusan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan semua aspek pelanggaran, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 kepada para terdakwa. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap peredaran narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus ini menjadi penting untuk memberikan sinyal tegas bahwa tindak pidana narkotika tidak akan ditoleransi, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.
Penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam putusannya menerapkan pasal-pasal yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan mempertimbangkan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.

Pertama, hakim menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Penerapan pasal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Kedua, dalam menentukan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum pidana. Hakim menggunakan kewenangan diskresinya untuk menentukan pidana yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan.

Ketiga, hakim juga mempertimbangkan ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara, hakim juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi mengingat terdakwa juga merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga memperhatikan yurisprudensi dan putusan-putusan serupa sebelumnya untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum. Hakim merujuk pada berbagai putusan serupa untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam praktik peradilan.

Selain itu, penerapan hukum dalam putusan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas proporsionalitas. Hakim memastikan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan bersalah dan menentukan sanksi yang proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Hakim dalam putusannya juga menerapkan ketentuan tentang barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa narkotika yang disita dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan hukum dalam putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Hakim berusaha memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat umum, sekaligus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri di masa depan.

Analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip due process of law, dimana terdakwa mendapat kesempatan yang adil untuk membela diri, didampingi oleh penasihat hukum, dan mendapat perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan.

\Penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam mengoperasionalkan ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam kasus konkret.

Penerapan hukum dalam putusan ini pertama-tama didasarkan pada prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan." Prinsip ini juga dikuatkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Dalam penerapan prinsip legalitas, hakim dalam putusan ini secara tegas merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum yang relevan untuk mengadili perbuatan terdakwa. Hakim menerapkan Pasal 111 ayat (1) yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat tidak melebihi 5 gram. Penerapan pasal ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Penerapan pasal ini dalam putusan menunjukkan bahwa hakim telah melakukan subsumsi yang tepat antara fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan konsistensi dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hakim dalam putusannya merujuk pada UUD 1945 sebagai norma dasar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai norma operasional, dan KUHAP sebagai norma prosedural. Hierarki ini memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara sistematis dan konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penerapan hukum pidana materiil, hakim dalam putusan ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang teori tindak pidana yang meliputi unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Untuk unsur objektif, hakim menganalisis perbuatan fisik terdakwa yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Untuk unsur subjektif, hakim mempertimbangkan adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dari terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga mencerminkan implementasi asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Hakim dalam putusannya tidak hanya membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang (criminal act) tetapi juga membuktikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (criminal responsibility).

Analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan teori pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Dalam putusan ini, hakim menggunakan berbagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Penerapan alat bukti keterangan saksi dalam putusan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menilai kredibilitas dan relevansi keterangan yang diberikan. Hakim mempertimbangkan syarat-syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP dan menilai konsistensi keterangan saksi dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan. Keterangan saksi yang digunakan dalam putusan ini memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diberikan di bawah sumpah, berkaitan langsung dengan peristiwa yang didakwakan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang dapat mempengaruhi objektivitas keterangan.

Untuk alat bukti keterangan ahli, hakim dalam putusan ini merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya. Keterangan ahli ini penting untuk membuktikan jenis dan golongan narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara. Penerapan alat bukti keterangan ahli ini sejalan dengan Pasal 186 KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan ahli dan Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan pengujian laboratorium dan standardisasi mutu narkotika.

Penerapan alat bukti surat dalam putusan ini meliputi berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen-dokumen lain yang dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang. Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti surat yang digunakan memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat ini memberikan kepastian hukum tentang rangkaian peristiwa yang terjadi sejak penangkapan hingga proses persidangan.

Untuk alat bukti petunjuk, hakim dalam putusan ini menggunakan kemampuan analitis untuk menghubungkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga membentuk kesimpulan logis tentang kejadian yang sebenarnya. Petunjuk-petunjuk ini membantu hakim dalam membangun keyakinan tentang kesalahan terdakwa berdasarkan rangkaian bukti yang saling mendukung.

Alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini juga menjadi pertimbangan penting hakim, meskipun tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Hakim mempertimbangkan konsistensi keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya dan menilai tingkat kejujuran terdakwa dalam memberikan keterangan. Pengakuan terdakwa yang konsisten dengan fakta-fakta lain menjadi faktor yang memperkuat keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Dalam konteks penerapan hukum acara pidana, putusan ini menunjukkan implementasi yang konsisten dengan asas-asas peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercermin dalam proses persidangan yang efisien namun tetap memperhatikan hak-hak terdakwa.

Penerapan asas akusator dalam putusan ini terlihat dari pemisahan yang jelas antara fungsi penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan fungsi mengadili yang dilakukan oleh hakim. Hakim dalam putusannya tidak mencari-cari kesalahan terdakwa tetapi menilai apakah dakwaan penuntut umum telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemisahan fungsi ini memastikan objektivitas dan netralitas hakim dalam mengadili perkara.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan implementasi asas oportunitas yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kepentingan umum dalam penanganan perkara pidana. Meskipun dalam kasus ini proses pidana dilanjutkan hingga putusan, pertimbangan hakim tentang aspek rehabilitasi menunjukkan perhatian terhadap kepentingan yang lebih luas daripada sekedar penjatuhan sanksi pidana.

Dalam menentukan sanksi pidana, hakim dalam putusan ini menerapkan teori individualisasi pidana yang menekankan pentingnya menyesuaikan sanksi dengan karakteristik individual terdakwa. Hakim mempertimbangkan usia terdakwa, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan potensi rehabilitasi dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan restoratif.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga mencerminkan implementasi prinsip minimum intervention dalam hukum pidana yang menekankan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) setelah upaya-upaya lain tidak dapat diterapkan. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak berlebihan.

Dalam konteks penerapan yurisprudensi, hakim dalam putusan ini merujuk pada putusan-putusan serupa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Penggunaan yurisprudensi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang dapat diprediksi oleh masyarakat. Hakim mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan harus sejalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam praktik peradilan.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan perhatian khusus terhadap aspek pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika." Hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus memiliki efek pencegahan baik terhadap terdakwa (special deterrence) maupun terhadap masyarakat umum (general deterrence).

Analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan implementasi konsep restorative justice yang menekankan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Meskipun dalam kasus tindak pidana narkotika tidak ada korban langsung yang spesifik, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap masyarakat dan pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam konteks penerapan hukum pidana khusus, putusan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang memiliki dimensi transnasional dan terorganisir. Hakim mempertimbangkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, mengingat kompleksitas permasalahan dan dampak yang ditimbulkannya.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga mencerminkan implementasi prinsip ne bis in idem yang melarang penuntutan dan pemidanaan ganda terhadap perbuatan yang sama. Hakim memastikan bahwa terdakwa tidak akan dikenakan sanksi ganda untuk perbuatan yang sama dan bahwa proses peradilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menerapkan ketentuan tentang barang bukti, hakim dalam putusan ini merujuk pada Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika." Meskipun dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana penjara, hakim juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan.

Penerapan hukum dalam putusan ini juga menunjukkan perhatian terhadap aspek proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Prinsip proporsionalitas ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Analisis komprehensif terhadap penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah berhasil mengintegrasikan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hingga aspek-aspek sosiologis dan filosofis dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi ini memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi syarat formal hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkotika, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbh didasarkan pada pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi. Hakim menggunakan beberapa teori dalam pertimbangannya, yaitu teori keseimbangan antara ketentuan undang-undang dengan kepentingan para pihak, teori ratio decidendi dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan, dan teori pendekatan pengalaman yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman hakim dalam menangani kasus serupa.
2. Pertimbangan hakim mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis yang menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika, aspek sosiologis yang memperhatikan dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan aspek filosofis yang mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara seimbang, dimana hal-hal yang memberatkan meliputi bertentangan dengan program pemerintah dan dapat merusak generasi muda, sedangkan hal-hal yang meringankan meliputi belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui perbuatan, dan masih muda. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menerapkan Pasal 111 ayat (1) yang mengatur tentang tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Penerapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana, yurisprudensi, dan tujuan pemidanaan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

B. 
Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus tindak pidana narkotika:

1. bagi hakim dan praktisi hukum, perlu adanya peningkatan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik tindak pidana narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat. Hakim diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang holistik dalam mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan tidak hanya aspek hukum normatif tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan rehabilitatif. Konsistensi dalam penerapan yurisprudensi dan penggunaan teori-teori pertimbangan hukum perlu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap putusan.

2. Keempat, bagi akademisi dan peneliti hukum, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Penelitian mengenai perbandingan sistem pemidanaan narkotika di berbagai negara dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum Indonesia. Pengembangan teori-teori pertimbangan hukum yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia juga perlu terus dilakukan.

3. bagi masyarakat dan lembaga sosial, perlu adanya peningkatan peran dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi dan sosialisasi. Dukungan terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pecandu narkotika perlu diperkuat agar tujuan pemidanaan yang rehabilitatif dapat tercapai dengan optimal.
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